BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3§ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang

- Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1)

dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa,;

.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 16

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai
asas rekognisi dan asas subsidiaritas, mengakui desa dan
memberikan mandat kepada desa untuk mengatur dan
mengurus Kkepentingan masyarakat setempat (pelayanan
dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, sumber daya alam, "
lingkungan, ketenteraman, kerukunan, dan sebagainya),
serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada
Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Mukomuko;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;



10.

11,

12,

13.

14.

Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada
dalam Kabupaten Mukomuko.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya .
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat setrategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBD Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan
kualitas hidup dan kehidupan wuntuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Desa.



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
"'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2018 Nomor 45), diubah sebagai berbunyi
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di tambahkan 1 (satu) angka yaitu
angka 16, Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dinaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

2. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Mukomuko dalam
wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko.



15. Kewenangan  Lokal bersekala Desa  adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan
oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa
dan Prakarsa Masyarakat Desa

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Ketentuan BAB II RUANG LINGKUP ditambah 1 (satu)
BAB yaitu BAB IIA MAKSUD DAN TUJUAN dan
ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A, Pasal 2B,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2A

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam
rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa
dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi
dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten kepada Desa.

Pasal 2B

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam
rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang
kewenangan desa yang meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan (1) satu huruf e dan
disisipkan 1 (satu) Pasal 6A, sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal S meliputi 5 (lima) bidang :

a. bidang pemerintahan Desa;

b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.



Pasal 6A

Kewenangan lokal berskala Desa Bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri

atas :

a. Penanggulangan Bencana seperti Penanganan,
pencegahan dan pembinaan edukatif akibat
bencana alam dan Nonalam;

b. Penanganan Keadaan Darurat seperti akibat
Bencana alam maupun nonalam yang dapat
merusak Tatanan Kehidupan Baik Fisik Maupun
Non Fisik; dan

c. Penanganan Keadaan Mendesak seperti
Penanganan Keluarga Masyarakat Miskin bersifat
langsung akibat bencana Alam maupun bencana
Nonalam (Bantuan Langsung Tunai).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat
(1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program,
dan kegiatan Desa dalam Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan -
Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa.

S. Ketentuan BAB VII ditambahkan BAB VIIA dan ditambahkan
1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

(1) Kepala Desa agar melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal-usul dan lokal berskala Desa mulai
tanggal 1 Oktober 2021.

(2) Terhadap Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan
Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan lokal berskala Desa
yang ditetapkan tahun sebelumnya bertentangan dengan
perundang-undangan, agar disesuaikan paling lambat 1
Januari 2022.



Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Mukomuko
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal § OKIOB¥R 2021

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

2021

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR.S’;



